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A. Latar Belakang Masalah

Teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Aba Yasuf menjelaskan
bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan
kemakmuran bagi mereka.! Sedangkan al-Mawardi menjelaskan bahwa
keberadaan negara bertujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam
memelihara agama dan mengelola dunia. Teori tujuan negara yang dikembangkan
oleh al-Mawardi tersebut memiliki dua konsep dasar yaitu (I) formalisasi aktivitas
syariat; (2) regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum dan militer.?
Menurut al-Mawardi, negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan
pembangunan untuk merealisasi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Bahkan,
peran negara bukan saja dari perspektif ekonomi, tetapi juga menjadi kewajiban
secara moral dan agama.®

Adapun teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh Muhammad
Bagir Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk
menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar yaitu
(1) konsep jaminan sosial; (2) konsep keseimbangan sosial, dan (3) konsep
intervensi negara.* Sedangkan dalam teori negara kesejahteraan (Welfare State),
Otto von Bismarck menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab untuk
menyediakan semua kebutuhan rakyatnya serta tidak dapat dilimpahkan kepada
siapapun. Negara menjalankan peran pengabdian kepada masyarakat, negara
merupakan institusi yang berkewajiban mewujudkan kemakmuran untuk

kepentingan rakyat.®
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Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus menegaskan bahwa secara garis
besar terdapat tiga fungsi utama negara dalam bidang ekonomi vyaitu (1)
meningkatkan efisiensi; (2) menciptakan pemerataan atau keadilan; (3) memacu
pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.® Sementara
Nurul Huda dan Ahmad Muti menjelaskan bahwa fungsi utama pemerintah
dalam bidang ekonomi dibedakan menjadi tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi
distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi pemerintah
untuk ikut serta mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi agar terjadi efisiensi
dan keseimbangan di tengah masyarakat. Fungsi distribusi merupakan fungsi
pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan redistribusi
pendapatan di kalangan masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan. Fungsi
stabilisasi merupakan fungsi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi,
terutama agar terjadi kontinuitas pekerjaan bagi seluruh warga negara.’

Dalam rangka menjalankan kewajiban, tujuan, tanggung jawab dan fungsi
strategisnya tersebut di atas, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi
makro dan desain pembangunan ekonomi yang menjamin terciptanya
kesejahteraan jangka panjang bagi rakyatnya. Dalam konteks ekonomi makro
syariah, kesejahteraan jangka panjang merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu
sendiri yang dikenal dengan istilah falah. Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (Ull) dan Bank Indonesia (BI)
yang senada juga dengan penjelasan Havis Aravik bahwa tujuan akhir ekonomi
syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (Magasid asy-
Syarrah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Falah) melalui suatu
tata kehidupan yang baik dan terhormat.® Sementara Veithzal Rivai dan Antoni
Nizar Usman menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah membantu

manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat atau falah.’
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Juhaya S.Praja menjelaskan bahwa falah mengandung makna kesejahteraan
dunia dan akhirat. Pengertian falah dalam konsep kesejahteraan di dunia
mengandung tiga makna utama yaitu (1) al-baqga’ (survive); (2) al-gana (freedom
from want); (3)‘%zz (power and honour). Adapun makna konsepsional
kesejahteraan di akhirat mengandung empat makna yaitu (1) baga bila fana
(eternal survival); (2) gana bila faqr (eternal prosperity); (3) ‘izz bila dull
(everlasting glory); dan (4) ‘ilm bila jahl (knowledge from ignore).°

Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh negara dalam rangka
mewujudkan falah bagi rakyatnya harus memerhatikan lima instrumen strategis
dan sangat berpengaruh terhadap prilaku ekonomi manusia dan masyarakat serta
pembangunan ekonomi pada umumnya, yaitu zakat, larangan riba, kerja sama
ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.!' Selain lima instrumen tersebut,
pemerintah juga harus memerhatikan lima pilar kebijakan pembangunan ekonomi
dalam Islam. Kelima pilar tersebut yaitu menghidupkan faktor manusia,
pengurangan pemusatan kekayaan, restrukturisasi ekonomi publik, restrukturisasi
keuangan dan perubahan struktural.*? Jika pemerintah disiplin dengan lima nilai
instrumen dan lima pilar tersebut tentu prestasi ekonomi makro suatu negara dapat
terwujud dan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

Detri Karya dan Syamsri Syamsuddin menjelaskan terdapat lima indikator
prestasi ekonomi makro suatu negara yaitu (1) pendapatan nasional, pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan per kapita; (2) tingkat pengangguran dan kesempatan
kerja; (3) tingkat inflasi; (4) kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran;
(5) tingkat stabilitas nilai mata uang domestik (kurs).*® Namun demikian, faktanya
bahwa fenomena ekonomi makro Indonesia dewasa ini belum menunjukkan
prestasi ekonomi makro yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat secara
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tingkat pengangguran yang belum menunjukkan terwujudnya kesejahteraan
menyeluruh bagi masyarakat.

Menurut Todaro bahwa komponen utama yang menentukan laju
pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah (1) akumulasi modal yang meliputi
semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan
fisik, dan modal atau sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk yang
beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, dan (3)
kemajuan teknologi.}* Sedangkan hasil penelitian Khairana Tambunan
menunjukkan bahwa variabel investasi, operasi moneter, dan Zakat Infak dan
Sedekah (ZIS) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.*®
Sementara hasil penelitian Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah menyimpulkan
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi, dan Dana Aloaksi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi.®

Hasil penelitian Elfindri, Hendro Ekwarso, dan Zamzami menjelaskan
bahwa penurunan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan
beberapa faktor diantaranya; (1) melemahnya harga komoditas pertanian
internasional, telah membuat permintaan akan komoditas pertanian utama, seperti
karet dan kelapa sawit cukup signifikan menurun; (2) semakin ketatnya negara-
negara Timur Tengah dalam membatasi jumlah pekerja migran, khususnya
pengetatan tenaga kerja kasar, baik pembantu rumah tangga maupun buruh
bangunan; (3) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang unik selama ini didorong
oleh berperannya anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah telah membuat
konsumsi masyarakat berdampak kepada stimulasi permintaan turunan; (4)
kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi
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dunia. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India juga telah
berimplikasi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, pada
akhir-akhir ini pelemahan rupiah, dan proteksionisme Amerika Serikat sudah
membuat sebuah ancaman baru, karena berimplikasi pada perubahan arus barang
dan jasa.'’

Adapun persoalan pengangguran tidak hanya semata persoalan
ketidakmampuan individu dalam mengembangkan potensi diri, sehingga tidak
punya kompetensi dalam persaingan merebut peluang dan kesempatan ekonomi,
namun juga menyangkut permasalahan tata kelola pemerintahan dan birokrasi
dalam mengemban amanah untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada.
Adanya masalah pengangguran karena pemerintah belum berhasil melakukan
fungsi dan tugasnya dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam dan ekonomi
untuk kesejahteraan rakyatnya.®

Pengangguran pada berbagai dimensinya menjadi satu beban pada
perekonomian. Dampak pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat
dikhawatirkan juga akan muncul sejalan dengan tingginya pertumbuhan tingkat
pengangguran tersebut. Kajian pertumbuhan pengangguran pada dasawarsa 1960-
an di negara-negara industri menyebutkan bahwa minimalisasi pengangguran
melalui peningkatan output dengan penciptaan lapangan kerja membawa dampak
signifikan pada pengurangan tingkat pengangguran. Keberhasilan pembangunan
ekonomi ini hanya dapat dicapai melalui kekuatan akumulasi modal dan
industrialisasi. Pembangunan sektor industri akan mencukupi kebutuhan pasar
dalam negeri serta menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan.*®

Hasil penelitian Putu Eka Suwandikal | dan Nyoman Mahaendra Yasa
menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi positif dalam PAD terhadap
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mediasi negatif dalam investasi terhadap tingkat pengangguran.?’ Adapun hasil
penelitian Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah menyimpulkan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif
terhadap pengangguran.?! Sementara hasil penelitian Imsar menyimpulkan bahwa
inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran periode sebelumnya
secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.?
Sedangkan hasil penelitian Dian Priastiwi menyimpulkan bahwa penduduk,
pendidikan, upah minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.??

Pengangguran di Indonesia, termasuk pengangguran terdidik masih tinggi,
disisi lain peraturan perundangan ketenagakerjaan, kebijakan penanaman modal
asing, dan kesepakatan perjanjian internasional seperti Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), Indonesia-Australia
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan sejenisnya
membuka pintu masuk yang semakin terbuka bagi tenaga kerja asing sehingga
mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja domestik untuk terserap di dunia kerja
yang secara otomatis mendorong naiknya tingkat pengangguran.

Dalam perspektif lain, pengangguran juga dapat terjadi akibat adanya gap
antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan,
serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya.?* Imamudin
Yuliadi menjelaskan bahwa secara umum pengangguran disebabkan karena
kapasitas sumber daya manusia yang relatif kecil dibandingkan dengan tuntutan
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dikarenakan faktor ekonomi yaitu terjadinya krisis ekonomi, tingkat inflasi yang
tinggi, depresiasi mata uang dan permintaan barang yang menurun. Pengangguran
juga disebabkan karena rendahnya motivasi dan ketidakmampuan manusianya
dalam mengoptimalkan potensi dirinya.?®

Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan
potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama
kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta
menghambat pembangunan dalam jangka panjang.?® Dalam teori Kurva Phillips,
pengangguran yang tinggi memang akan cenderung mengurangi inflasi. Namun
yang menarik di Indonesia fenomena yang sering terjadi adalah Kketika
pengangguran tinggi, tingkat inflasi juga masih tetap tinggi. Padahal, tujuan yang
selalu dikehendaki untuk kedua masalah tersebut adalah rendah. Kurva Phillips
yang menggambarkan tradeoff antara inflasi dan pengangguran tidak berlaku di
Indonesia. Antara pengangguran dengan inflasi tidak dapat diprioritaskan mana
yang akan ditangani terlebih dahulu, semuanya tergantung pada kondisi
perekonomian.?’

Untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan
ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran rendah sebagai bagian dari indikator
keberhasilannya, pemerintah pusat dan daerah harus merancang kebijakan
ekonomi makro yang efektif. Baik itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, bauran
kebijakan fiskal dan moneter maupun kebijakan sektor riil. Dalam konteks
penelitian ini, penulis memfokuskan kepada kebijakan fiskal.

Menurut Syahrir lka bahwa kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah satu
perangkat kebijakan makro untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan, yang
mencakup fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi
pendapatan dan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan fungsi
stabilisasi ekonomi makro dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.?®

Kebijakan fiskal memiliki prioritas untuk menangani permasalahan yang terkait
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dengan politik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan kata lain,
kebijakan fiskal memberikan fokus kerjanya atas target penerimaan negara dan
belanja negara. Selain itu, prioritas kebijakan fiskal lainnya adalah mengatasi
defisit APBN, baik bersifat struktural maupun siklikal.?°

Samuelson dan Nordhaus menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah proses
pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan
fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,
penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan
berubah-ubah.®® Adapun Wayan Sudirman menjelaskan bahwa kebijakan fiskal
merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah
sebagaimana ditetapkan dalam APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang
lebih baik dan laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki dan umumnya
ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal akan memengaruhi
keseimbangan sektor barang dan jasa yang kemudian memengaruhi keseimbangan
sektor ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut mulai dari keseimbangan pasar barang
dan jasa atau sekor riil kemudian pada keseimbangan pasar uang dan akhirnya
pada keseimbangan pasar luar negeri.!

Dalam konteks perekonomian daerah, pengaturan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan belanja daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah merujuk
kepada Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dengan merujuk kepada UU dan PP tersebut maka diharapkan

tata kelola keuangan daerah dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dan
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terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jika sudah demikian, maka tingkat
pengangguran yang tinggi secara gradual dapat terus diturunkan.

Upaya untuk meningkatkan output dan meningkatkan penyerapan tenaga
kerja di daerah dilakukan melalui perumusan kebijakan fiskal daerah yang tepat.
Selain dengan mengoptimalkan tata kelola PAD, penetapan belanja daerah yang
tepat sasaran merupakan hal yang sangat penting. Anggaran belanja daerah
merupakan cerminan kemana arah pembangunan daerah tersebut. Besarnya
anggaran belanja daerah yang berbeda antardaerah menyebabkan dampak yang
berbeda pula pada capaian peningkatan output dan peningkatan penyerapan
tenaga kerja. Anggaran belanja daerah diyakini mampu menjadi stimulan positif
pada perekonomian daerah. Belanja daerah dapat pula menjadi investasi
infrastuktur yang menunjang investasi produktif.

Adapun zakat sebagai salah satu instrumen Kkebijakan fiskal syariah,
pengelolaanya merujuk kepada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU
Nomor 23 tahun 2011. Dengan demikian, antara PAD dan belanja daerah sebagai
instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan zakat sebagai instrumen
kebijakan fiskal syariah dinaungi oleh perundangan yang berbeda. Lain halnya
dengan kebijakan moneter yang sudah terintegrasi sehingga membentuk sistem
moneter ganda (Dua Monetary System) dalam wewenang satu lembaga yang sama
yaitu Bank Indonesia. Sebagaimana sudah ditegaskan oleh UU Nomor 23 tahun
1999 yang sudah disempurnakan terakhir oleh UU Nomor 6 tahun 2009 tentang
Bank Indonesia.

Kebijakan fiskal belum terintegrasi menjadi kebijakan fiskal ganda (Dual
Fiscal System) sehingga dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat belum terpadu. Instrumen kebijakan fiskal secara nasional
dirancang oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. BKF berperan merumuskan kebijakan fiskal dan menjaga
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keberlangsungan fiskal.®® Sedangkan untuk di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA). Adapun instrumen kebijakan fiskal syariah dikelola oleh
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)
serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk wakaf.3* Padahal masing-masing
otoritas fiskal tersebut memiliki sasaran program yang sama yaitu mewujudkan
kesejahteraan  masyarakat dengan meningkatkan pendapatan perkapita
masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan
kerja/menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan kemiskinan, dan
sebagainya.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) bahwa potensi zakat
di Indonesia tercatat senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB
tahun 2018 yang senilai Rp.13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Jumlah
tersebut tentu akan sangat membantu program-program yang terkait langsung
dengan upaya menekan angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Konsep keuangan publik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan
kekhalifahan Islam sesungguhnya dapat menjadi pertimbangan untuk diadopsi
dalam sistem keuangan publik di Indonesia. Dengan potensi zakat yang sangat
besar, maka seharusnya negara tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit
APBN yang saat ini terjadi. Zakat dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan
fiskal sehingga menambah pemasukan APBN dan meningkatkan alokasi dana
untuk mengentaskan kemiskinan. Selama ini, APBN Indonesia selalu defisit dan
selalu ditutupi oleh hutang.®® Dalam sistem ekonomi syariah, zakat merupakan

3 |ka, Serial Edukasi Fiskal, 16.

3 “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,” Pusat Data Hukumonline.com, diakses 23
Agustus 2021,  https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/20145/undangundang-nomor-41-
tahun-2004.

% Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, dan Gancar Candra Premananto, “Zakat Sebagai
Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Govermwnt Expenditure di Indonesia,” Ulumuna: Jurnal Studi
Keislaman 4, no. 2 (2018): 187-216.
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komponen utama keuangan publik sekaligus instrumen kebijakan fiskal yang
utama.®

Pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja menghadapi beberapa
problematika. Dari sisi pendapatan, secara umum hal yang menjadi problematika
pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah optimalisasi, sedangkan dari sisi
belanja yang menjadi problematika adalah komposisi belanja dalam rangka
mencapai tujuan bernegara sebagamana dijelaskan UUD 1945.3" Dalam konteks
penelitian ini, penulis menganalisa bahwa salah satu yang belum
teroptimalisasikan adalah instrumen fiskal syariah berupa zakat serta sinergitas
instrumen kebijakan fiskal daerah dengan instrumen fiskal syariah dalam
mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro syariah.

Peranan zakat sangat penting untuk mengoptimalkan transmisi kebijakan
fiskal dalam menyejahterakan masyarakat. Jika zakat sebagai instrumen utama
kebijakan fiskal syariah tidak dioptimalkan, maka program-program kesejahteraan
untuk memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah
sosial ekonomi lainnya sulit teratasi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011
Pasal 27 ayat 1 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam
rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan
zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan jika
kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Peningkatan jumlah ZIS yang
dihimpun akan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin, sehingga akan
meningkatkan konsumsi agregat dan pada akhirnya akan meningkatkan Produk
Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.

Mustafa Edwin Nasution menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan
keuangan publik, dunia Islam dewasa ini kehilangan minimal dua hal yaitu
kehilangan spirit religiusitas dan kehilangan metode untuk menyejahterakan
rakyatnya, seperti tidak diadopsinya zakat dalam sistem Kketatanegaraan

menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program

% Mustafa Edwin Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007), 208.

37 Abdul Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematik Penerimaan dan
Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) (Jakarta: Salemba
Empat, 2014), 7-8.
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kesejahteraan.®® Dengan demikian jelas bahwa dalam ekonomi makro syariah,
peranan zakat sebagai instrumen fiskal syariah sangat penting sehingga
pengelolaannya harus terintegrasi dalam tata kelola fiskal nasional. Namun
demikian, fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak
terintegrasi dalam tata kelola fiskal, baik dalam skala nasional maupun dalam
skala daerah, sehingga optimalisasi potensi dan dampak langsungnya terhadap

variabel ekonomi makro belum terwujud secara maksimal.

B. ldentifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa tingkat pengangguran dan
pertumbuhan ekonomi merupakan dua variabel yang menjadi bagian penting dari
indikator prestasi makro ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi
merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Tingkat
pengangguran Yyang tinggi juga menjadi indikator rendahnya daya serap
perekonomian terhadap angkatan kerja. Kondisi tersebut dapat berdampak
terhadap produktivitas dan stabilitas perekonomian serta tingkat kesejahteraan
masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan laju Produk Domestik Bruto
(PDB) dalam skala nasional dan Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam
skala daerah menjadi salah satu target dari pembangunan ekonomi yang
dilaksanakan pemerintah. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi sebagai
bagian dari hasil pembangunan ekonomi belum tentu disertai dengan menurunnya
tingkat pengangguran. Sehingga naiknya pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak
otomatis menandakan terjadinya kenaikan kesempatan kerja dan naiknya
pendapatan masyarakat.

Dalam konteks perekonomian Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi seperti tingkat inflasi dan
iklim investasi, maupun faktor nonekonomi seperti kebijakan pemerintah, situasi

politik, keamanan dan sebagainya. Fluktuasi TPT tersebut tentu berdampak

%8 Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 206.
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terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di Jawa Barat selama 10 tahun terakhir.
Adapun pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama 10 tahun terakhir mengalami
fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2011 dan 2012 yaitu
mencapai 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2019 yaitu
hanya mencapai 4,19%. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama 10
tahun terakhir selaras dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam menjalankan
fungsinya sebagaimana dijelaskan Samuelson, Nordhaus, Huda dan Muti pada
uraian sebelumnya.

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengoptimalkan instrumen
kebijakan fiskal yang menjadi otoritasnya sehingga dapat memicu pertumbuhan
ekonomi dan menekan tingkat pengangguran. Dalam konteks Indonesia, kebijakan
fiskal yang dijalankan oleh pemerintah belum mengintegrasikan instrumen
kebijakan fiskal konvensional dengan instrumen kebijakan fiskal syariah ke dalam
satu tata kelola yang terpadu. Masing-masing instrumen berjalan dibawah UU dan
otoritas yang berbeda. Instrumen kebijakan fiskal konvensional dikembangkan
oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
secara nasional dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
sedangkan instrumen kebijakan fiskal syariah dikelola oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) sebagaimana diamanahkan UU Nomor 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana
diamanahkan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Fenomena tersebut di atas menjadi isu menarik pagi penulis untuk
menganalisis seberapa besar pengaruh dari instrumen kebijakan fiskal daerah dan
instrumen kebijakan fiskal syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan
menekan tingkat pengangguran, khususnya yang terjadi dalam ruang lingkup
perekonomian di Jawa Barat. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat
secara teoretis pemerintah memiliki kewajiban, tanggung jawab serta fungsi

strategisnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan
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jangka panjang (Falah). Secara makro, kesejahteraan masyarakat tersebut diantara

indikator utamanya ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

tingkat pengangguran yang rendah.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka permasalahan penelitian dapat

diidentifikasi sebagai berikut.

1.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan BPS tahun 2020 diketahui
bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 48.274.162, jumlah
tersebut memposisikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah
penduduk terbesar dan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Namun demikian,
kondisi tersebut tidak linier dengan capaian PDRB sebagai proksi dari
pertumbuhan ekonomi yang berada diurutan ke 21 di Indonesia dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 tertinggi di Indonesia yaitu
mencapai 7,73 % di atas angka TPT secara nasional sebesar 5,01%.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di
Jawa Barat, khususnya di enam kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian
pada tahun 2019 mencapai angka terendah yaitu sebesar 5%, bahkan tahun
sebelumnya (2018) mengalami penurunan sebesar 11%.

Tren rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah (BD) kabupaten/kota di Jawa
Barat, khususnya di enam kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian
mengalami penurunan, terendah tahun 2018 yaitu 4% dan 2019 sebesar 6%.
Tren rata-rata penghimpunan zakat oleh BAZNAS secara kuantitatif naik,
namun secara persentase pertumbuhan tahun 2019 turun hanya 9%, tahun
sebelumnya (2017) sebesar 34% dan 18% (2018).

Tata kelola instrumen fiskal daerah dengan instrumen fiskal syariah tidak
terintegrasi dalam satu kerangka kerja (Framework), masing-masing berjalan
di bawah undang-undang yang berbeda dan organisasi pengelola yang berbeda
pula, padahal sasaran dan target akhir yang diharapkannya sama vyaitu
mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara seimbang
dan jangka panjang (Falah).

Hasil penelitian terdahulu ada yang menyimpulkan bahwa PAD, belanja

daerah dan zakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat
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pengangguran, ada pula yang menyimpulkan berbeda, bahwa PAD, belanja
daerah dan zakat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan
tingkat pengangguran. Hal tersebut menjadi isu empiris yang menarik untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam konteks perekonomian

Jawa Barat.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan

penelitian sebagai berikut.

1.

Bagaimana pengaruh secara parsial maupun simultan instrumen kebijakan
fiskal daerah (pendapatan asli daerah dan belanja daerah) dan instrumen fiskal
syariah (zakat) terhadap pertumbuhan ekonomi?

Bagaimana pengaruh secara parsial maupun simultan instrumen kebijakan
fiskal daerah (pendapatan asli daerah dan belanja daerah), instrumen fiskal
syariah (zakat) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran?
Bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan instrumen kebijakan fiskal
daerah (pendapatan asli daerah dan belanja daerah), instrumen fiskal syariah

(zakat) terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan

menganalisis pengaruh variabel independen (exogenous) terhadap variabel

dependen (endogenous), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

variabel mediasi/intervening dengan rincian sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh secara

parsial maupun simultan instrumen kebijakan fiskal daerah (pendapatan asli
daerah dan belanja daerah) dan instrumen fiskal syariah (zakat) terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh secara

parsial maupun simultan instrumen kebijakan fiskal daerah (pendapatan asli
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daerah dan belanja daerah), instrumen fiskal syariah (zakat) dan pertumbuhan
ekonomi terhadap tingkat pengangguran.

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh secara
parsial instrumen kebijakan fiskal daerah (pendapatan asli daerah dan belanja
daerah), instrumen fiskal syariah (zakat) secara parsial terhadap tingkat

pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi

D. Kegunaan Hasil Penelitian

[

N

. Kegunaan Teoretis

Bahan kajian literatur kebijakan fiskal daerah dan zakat serta dasar
pengembangan keilmuan tentang dampak instrumen fiskal daerah dan zakat
terhadap variabel ekonomi makro.

Terumuskannya model sistem fiskal ganda (Dual Fiscal System) sebagai alat
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan tingkat pengangguran
dalam kerangka pembangunan ekonomi makro syariah.

Berkembangnya khasanah keilmuan tentang relasi antara pertumbuhan
ekonomi dengan tingkat pengangguran serta peran instrumen kebijakan fiskal
daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah sebagai
instrumen kebijakan fiskal daerah dengan zakat sebagai instrumen kebijakan
fiskal syariah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang seimbang dan

jangka panjang (Falah).

. Kegunaan Praktis

Mengetahui signifikansi pengaruh secara empirik PAD dan belanja daerah
sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah dengan zakat sebagai instrumen
kebijakan fiskal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pengangguran di Jawa Barat, baik secara parsial maupu secara simultan.
Implementasi teori dan indikator pengukuran dampak pengelolaan zakat yang
dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota terhadap pertumbuhan ekonomi dan
tingkat pengangguran di Jawa Barat.

Sebagai bahan kajian awal bagi penelitian lebih lanjut yang lebih

komprehenshif dan aplikabel tentang integrasi instrumen kebijakan fiskal
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konvensional dengan instrumen kebijakan fiskal syariah dalam mewujudkan

tujuan ekonomi makro syariah.

E. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau
operasi yang lengkap tentang apa Yyang harus diamati dan bagaimana
mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empirik.®*® Terdapat lima
variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, meliputi tiga variabel bebas
(Exogenous), satu variabel mediasi/intervening dan satu variabel terikat
(Endogenous).

1. Variabel Bebas (Exogenous)
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli
Daerah (PAD). PAD yang dimaksud adalah pendapatan daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD tersebut
meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan
pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah. Dalam konteks penelitian
ini, realisasi PAD enam Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode penelitian
yaitu 2010-2019 yang sudah dipublikasikan secara resmi oleh otoritas yang
diberikan tugas dan wewenang menurut perundangan selama periode penelitian
serta sudah terkodifikasi dalam Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020.

b) Belanja Daerah

Variabel bebas yang kedua dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah.
Belanja Daerah yang dimaksud adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung
dengan pelaksanaan program maupun tidak langsung berkaitan dengan
pelaksanaan program pemerintah daerah. Dalam konteks penelitian ini, belanja

daerah yang menjadi variabel penelitian adalah realisasi belanja yang secara

3 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT Refika Aditama,
2017), 311.
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langsung berkaitan dengan pelaksanaan program yang terdiri atas belanja
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal enam Kabupaten/Kota di
Jawa Barat selama periode penelitian yaitu 2010-2019 yang sudah dipublikasikan
secara resmi oleh otoritas yang diberikan tugas dan wewenang menurut
perundangan selama periode penelitian serta sudah terkodifikasi dalam Statistik
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Barat 2020.
c) Zakat

Variabel bebas yang ketiga dalam penelitian ini adalah zakat. Zakat yang
dimaksud adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat
Islam. Dalam konteks penelitian ini, zakat yang dikelola BAZNAS enam
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian yaitu 2010-
2019 dan sudah terkodifikasi dalam laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa
Barat dan BAZNAS Kabupaten/Kota .
2. Variabel Mediasi/Intervening

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam
konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) enam Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama
periode penelitian yaitu 2010-2019 yang sudah dipublikasikan secara resmi oleh
otoritas yang diberikan tugas dan wewenang menurut perundangan yaitu Badan
Pusat Statistik (BPS). Baik BPS Provinsi Jawa Barat maupun BPS

Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian.

3. Variabel Terikat (Endogenous)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Dalam
konteks penelitian ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase
angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di enam
Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode penelitian yaitu 2010-2019 yang
datanya sudah diolah dan dipublikasikan secara resmi oleh otoritas yang diberikan

tugas dan wewenang menurut perundangan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
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F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bagian dari

pijakan penulis dalam membangun model penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

a. Anis Setiyawati, Ardi Hamzah (2007).% Penelitiannya berjudul Analisis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Aloaksi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur.
Penelitiannya menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) dengan
model: X =a + X1+ X2+ BX3 +B X4 +e, YI=a+pX5+ei,dan Y2=a+
BX5 + e. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan
terhadap kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.
Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah
sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap
kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%.

b. Hermawan B.Prasetiyo, Arif Farid (2012).*! Penelitiannya berjudul Pengaruh
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Kemiskinan, dan Pengangguran. Penelitiannya menggunakan metode analisis
regresi berganda dengan studi kasus di Kabupaten Bojonegoro. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan

dan pengangguran.

40 Setiyawati dan Hamzah, “Analisis Pengaruh PAD, PAU, DAK Dan Belanja
Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran.” Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Desember 2007, Vol.4, No. 2, h. 211-228

4l Hermawan B Prasetiyo, dan Arif Farid, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran,” Jurnal Manajemen Dan
Penelitian Akuntansi Volume 6, Nomor 2 (Desember 2012): 85-165.
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2. Penelitian Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Any Setianingrum (2015).*? Penelitiannya berjudul Penguatan Pendanaan
APBD Berbasis Instrumen Fiskal Syariah. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode studi kasus di Pemerintah Daerah Kota Bekasi, teknik
pengambilan sampel dengan cara wawancara responden, observasi dengan
mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi MUSRENBANG dan Focus Group
Discussion (FGD) di bagian/unit kerja terkait, pendalaman terhadap dokumen-
dokumen terkait kebijakan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Semua
instrumen kebijakan fiskal syariah sangat relevan untuk diaplikasikan pada
Pemerintah Daerah Kota Bekasi, berdasarkan azas otonomi daerah
sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004, juga sesuai
dengan UU tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011, dan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, kecuali
instrumen ghanimah dan jizyah.

b. Avicenna S Hidayat, Frederic Winston Nalle (2017).*® Penelitiannya berjudul
Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2015. Model penelitiannya yaitu PDRBit= a + BPit + TKit +
PADit + pit. Dimana PDRB merupakan Produk Domestik Regional Bruto
(proksi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota); BP merupakan Belanja
Pemerintah kabupaten/kota; TK merupakan Jumlah Tenaga Kerja dalam
kabupaten/kota; PAD merupakan konsumsi pemerintah (pengeluaran rutin)
kabupaten/kota u: error term. Belanja pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Tenaga
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
regional di Jawa Timur. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

42 Any Setianingrum, “Penguatan Pendanaan APBD Berbasis Instrumen Fiskal Syariah,”
Journal of Innovation in Business and Economics 6, No. 2 (27 Juli 2015),
https://doi.org/10.22219/jibe.v6i2.4176.

4 Avicenna S. Hidayat dan Frederic Winston Nalle, “Analisis Pengaruh Belanja
Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015,” Jurnal Ekonomi Pembangunan 15, no. 1 (25
Agustus 2017): 71-86, https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4647.
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3. Penelitian Pengaruh Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Adel Mohamed (2012).** Penelitiannya berjudul Zakat sebagai Tolok Ukur
Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Alternatif.  Penelitiannya
menyimpulkan bahwa zakat sebagai salah satu cara yang tepat untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa ketika seseorang membayar
zakat maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan
sebaliknya. Komitmen umat Islam untuk membayar zakat kepada delapan
asnaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Zakat menjadi
instrumen redistribusi kekayaan antara muslim dan mengurangi kesenjangan
antara orang kaya dan miskin di masyarakat. Penelitian ini juga berkontribusi
dalam mempertimbangkan zakat sebagai indeks yang tepat untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah metode perhitungan pertumbuhan
ekonomi.

b. Any Setianingrum (2013).* Penelitiannya berjudul Desentralisasi Fiskal
Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam. Penelitiannya
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik
pengumpulan data menggunakan literature review. Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang dijalankan pada era
modern saat ini, minus zakat dan instrumen sosial Islam lainnya, yakni infak,
sedekah dan wakaf, memiliki kerangka tujuan yang sejalan dengan perspektif
ekonomi Islam, namun penyimpangan pada tataran implementasinya masih
banyak, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya muatan eksploitasi
sebagaimana yang dilarang dalam Islam.

c. Abdul Haris Romdhoni (2017).*6 Penelitiannya berjudul Zakat dalam
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pendayagunaan

program zakat produktif LAZ An-Naafi Boyolali terhadap pendapatan

4 Adel Mohamed, “Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative
Approach” 3, No. 18 (t.t.): 4.

4 Any Setianingrum, “Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan
Publik Islam,” Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 (Januari 2013): 1-12.

4% Abdul Haris Romdhoni, “Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan
Pengentasan Kemiskinan,” Jurnal IImiah Ekonomi Islam VoL. 03. No. 01 (Maret 2017).
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mustahig. Pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat
produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat
dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq
setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif LAZ An-Naafi
Boyolali yang juga dapat digunakan untuk modal usaha.

d. Eko Suprayitno (2018).*" Penelitiannya berjudul Zakat dan SDGs: Dampak
Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi dan Investasi di Malaysia.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak penyaluran zakat terhadap
makroekonomi di Semenanjung Malaysia dengan menggunakan analisis OLS,
2-SLS dan ECM. Penelitian ini awalnya dilakukan karena banyak ekonom
saat ini percaya bahwa zakat tidak memengaruhi perekonomian di tingkat
makro karena zakat 2,5 persen tidak signifikan. Zakat di Malaysia ditetapkan
sebagai instrumen fiskal dimana kompensasi diberikan kepada wajib pajak
penghasilan yang membayar zakat. Penelitian ini menemukan bahwa zakat
memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, konsumsi dan investasi secara parsial. Artinya peningkatan jumlah
penyaluran zakat akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi,
konsumsi dan investasi. Hasil analisis ECM menunjukkan bahwa penyaluran
zakat telah memengaruhi dampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Elastisitas jangka panjang dari variabel zakat positif dan signifikan.
Bukti empiris di Malaysia mendukung bahwa zakat dapat memengaruhi
pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi. Oleh karena itu, model
pemberian zakat dan instrumen fiskal Malaysia dapat memengaruhi
perekonomian di tingkat makro.

e. Elleriz Aisha Khasandy, Rudy Badrudin (2018).*® Penelitiannya berjudul
Pengaruh Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

47 Eko Suprayitno, “Zakat and SDGs: The Impact of Zakat on Economic Growth,
Consumption and Investment in Malaysia,” in Proceedings of the 2018 International Conference
on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) (Proceedings of the 2018 International
Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018), Kota Malang, Indonesia:
Atlantis Press, 2019), https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.39.

48 Elleriz Aisha Khasandy dan Rudy Badrudin, “The Influence of Zakat on Economic
Growth and Welfare Society in Indonesia,” Integrated Journal of Business and Economics 3, No.
1 (5 Januari 2019): 65, https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.89.
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Masyarakat di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan
penduduk muslim paling signifikan di dunia telah mengembangkan zakat
secara progresif. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengembangan peraturan
zakat dan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peneliti
menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan perangkat lunak
PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat di Indonesia tidak
memengaruhi  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Disamping itu, kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai negara
berkembang memiliki nilai negatif terhadap indeks IPM dan indeks Gini
namun memiliki nilai positif terhadap persentase penduduk miskin.

f. Sri Dewi Anggadini, Surtikanti, Faez M. Hassan (2020).*° Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Zakat dan Pajak Modal Usaha
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah data
dari Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2017 dengan
menggunakan laporan pertumbuhan ekonomi, pajak modal usaha dan laporan
penyaluran dana zakat. Sampel yang diambil adalah data penyaluran dana
zakat dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat
dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Metode penelitian yang digunakan
adalah regresi berganda dengan pendekatan korelasi. Untuk mendapatkan
hasil yang lebih akurat dalam beberapa analisis regresi, asumsi klasik diuji
sehingga hasil yang diperoleh berupa persamaan regresi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat dan pajak modal usaha
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin
besarnya jumlah dana zakat dan pajak modal usaha, maka pertumbuhan

ekonomi akan semakin meningkat.

49 Indonesia) Sri Dewi Anggadini (Universitas Komputer, Indonesia) Surtikanti Surtikanti
(Universitas Komputer, dan Iraq) Faez M. Hassan (Mustansiriyah University, “Economic Growth :
The Impact of Zakat Funds and Tax on Business Capital,” Ikonomika : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
Islam 5, no. 2 (13 Desember 2020): 141-56, https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7112.
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g. Dewi Purwanti (2020).*° Penelitiannya berjudul Pengaruh Zakat, Infak, dan
Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Model yang
dirumuskannya adalah InY = a + B1 Zn +p2lninvestasi + B3 InG + PanG+ &1.
InY = Logaritma natural PDRB riil. Zh = ZIS yang dihimpun (dalam miliar
rupiah) Inlnvestasi = Logaritma natural Pembentukan Modal Tetap Bruto.
InG = Logaritma natural pengeluaran pemerintah Trade = Perdagangan
(dalam miliar rupiah). € = Error term.Hasil analisis menggunakan regresi data
panel. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Zakat, Infak dan Sedekah
(Z1S) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap
kenaikan 1 miliar rupiah zakat yang berhasil dihimpun maka akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen dengan asumsi

variabel lain konstan.

4. Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat
Pengangguran

a. Putu Eka Suwandika, | Nyoman Mahaendra Yasa (2015).>! Penelitiannya
berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali.
Penelitiannya menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) dengan
model:Y1 = 1 LnX1 + B2 LnX2 + ¢l dan Y2 =33 LnX1 + 4 LnX2 +B5S Y1
+ &2. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi
merupakan variabel mediasi positif dalam pengaruh PAD terhadap tingkat
pengangguran, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi negatif

dalam pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran.

%0 Dewi Purwanti, “Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia,” Jurnal llmiah Ekonomi Islam 6, No. 1 (15 April 2020): 101-7,
https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896.

51 Putu Eka Suwandika dan Nyoman Mahaendra Yasa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali | E-
Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,” 2015,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/12698.
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b. Annafi Indra Tama (2016).>> Penelitiannya berjudul Pengaruh Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi terhadap Tingkat
Pengangguran dengan Dimoderasi oleh Belanja Modal. Menggunakan
Moderated Regression Analysis (MRA) dengan model:Y’ = a + b1 X1+ b2X2
+ b3Mi + ¢ Y’ = a + blX1+ b2X2 + b3 X1*Mi + b4 X2*Mi + &. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pajak daerah dan belanja modal
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

5. Penelitian Belanja Daerah terhadap Tingkat Pengangguran

a. Dyah Arini Rudiningtyas (2011).%3 Pengaruh Pendapatan dan Belanja terhadap
Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Pada APBN
2004-2008). Hasil penelitiannya menyimpulkan pendapatan dan belanja tidak
berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi selama tahun anggaran
2004 sampai dengan 2008. Pendapatan dan belanja tidak berpengaruh
terhadap kemiskinan selama tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008.
Pendapatan dan belanja tidak berpengaruh terhadap pengangguran selama
tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008.

b. Asyulinda, Syamsul Amar, dan Hasdi Aimon (2015).>* Penelitiannya berjudul
Pengaruh Inflasi, Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pengangguran di
Indonesia. Model yang dirumuskannya adalah Xs = o + B1 X5 X1 + B2 XsXo +
Bz X5X3 + Ba XsXa+ €1, Y =a+ BsY X1+ BsYXo+ BrYXs+ BsY X4 + &2, dan Y
= a + BoY Xs + g, Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengeluaran
pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di
Indonesia. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pajak terhadap

pengangguran di Indonesia.

2 Annafi Indra Tama, “Pengaruh Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan
Retribusi Terhadap Tingkat Pengangguran dengan Dimoderasi oleh Belanja Modal,” JRAK Vol.7
No.1 (t.t.): 1-10.

3 Dyah Arini Rudiningtyas, “Pengaruh Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Pada APBN 2004-2008),” Igtishoduna Volume
7 Nomor 1 (2011).

5 Asyulinda Asyulinda, Syamsul Amar, dan Hasdi Aimon, “Pengaruh Inflasi, Kebijakan
Fiskal Dan Moneter Terhadap Pengangguran Di Indonesia,” Jurnal Kajian Ekonomi 3, no. 6
(2015), http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/5344.



C.

26

Imsar (2018).%° Penelitiannya berjudul Analisis Faktor-Faktor yang
Memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1989-
2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran periode sebelumnya
terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Adapun metode
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode Ordinary
Least Square (OLS). Teknik analisis data menggunakan model regresi linier
berganda yang didukung dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa koefisien determinasi (R square) variabel bebas
terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.847 atau 82,8%. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan
pengangguran periode sebelumnya dapat menjelaskan tingkat pengangguran
di Indonesia sebesar 82,8% sedangkan sisanya 7,2% dijelaskan oleh faktor-
faktor lain. Inflasi tidak signifikan memengaruhi pengangguran Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan memengaruhi pengangguran di
Indonesia. Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran periode
sebelumnya secara bersama-sama memengaruhi tingkat pengangguran di

Indonesia.

Penelitian Zakat terhadap Tingkat Pengangguran

Elfadhli (2015).% Penelitiannya berjudul Zakat Produktif sebagai Salah Satu
Solusi  Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di  Indonesia.
Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
dan teknik pengumpulan data menggunakan literature review. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa pendayagunaan harta zakat secara
produktif sangat diperlukan karena harta zakat tersebut tidak habis begitu saja,

melainkan dapat dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari

% Imsar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di

Indonesia Periode 1989-2016.”

% Elfadhli Elfadhli, “Zakat Produktif sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan

dan Pengangguran di Indonesia,” JURIS (Jurnal lImiah Syariah) 14, No. 1 (18 Oktober 2016): 99—
112, https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.300.
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syariat, yaitu menyejahterakan rakyat, menekan kemiskinan dan menurunkan
tingkat pengangguran.

b. Agus Waluyo (2017).%" Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas
Ekonomi Perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan
teknik pengumpulan data menggunakan literature review. Upaya mengatasi
disparitas ekonomi dapat dilakukan dengan cara optimalisasi penerimaan dari
instrumen kebijakan fiskal Islam melalui penguataan regulasi, modernisasi
manajemen dan pengelolaan serta sinkronisasi dan integrasi antara kebijakan
fiskal konvensional dan fiskal Islam.

c. Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, Gancar Candra Premananto (2018).%
Penelitiannya berjudul Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi
Goverment Expenditure di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan literature review. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal
syariah pada dasarnya adalah bagaimana agar zakat dapat dimasukkan sebagai
salah satu sumber pemasukan APBN sebagaimana halnya sumber lainnya
seperti pajak, hibah dan sebagainya sehingga mampu meningkatkan
pendapatan APBN dan meningkatkan pengeluaran negara pada sektor
pengentasan kemiskinan.

d. Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra dan Annisa Suci Sisillia (2020).%
Penelitiannya berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan
Implikasinya dalam Perekonomian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
optimalisasi pengelolaan zakat akan menjadikan zakat berperan lebih optimal
dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Seperti kemiskinan,
kesenjangan, dan pengangguran. Zakat dapat lebih dioptimalkan sebagai

instrumen redistribusi pendapatan, serta instrumen fiskal untuk mewujudkan

5 Agus Waluyo, “Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif
Islam,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 17, No. 1 (1 Juni 2017): 19-38,
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38.

%8 Haliyah, Muhtadi, dan Premananto, “Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi
Govermwnt Expenditure di Indonesia.”

% Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi
Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian,” Journal of Islamic
Economics and Finance Studies 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 100-120,
https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918.
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kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Penelitian merekomendasikan agar
pengelola zakat dapat menjalankan pola manajemen zakat yang lebih efektif
untuk mengoptimalkan realisasi potensi zakat. Selain itu, peran pemerintah
sangat diperlukan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal serta

sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang berkeadilan.

7. Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat
Pengangguran

a. Anggun Kembar Sari (2013).%° Penelitiannya berjudul Analisis Pengaruh
Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap
Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat. Penelitiannya dilakukan dengan
menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode pooling
atau panel yaitu kombinasi 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
dari tahun 2008 sampai 2010. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah
analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini
mencakup uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, analisis regresi panel,
uji parsial, dan uji F. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di
Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengangguran terdidik di Sumatera Barat, serta upah berpengaruh signifikan
terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat.

b. Siti Amalia (2014).%! Penelitiannya berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di Kota
Samarinda. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi
berpengaruh langsung terhadap pengangguran terbuka di Kota Samarinda.

Inflasi berpengaruh langsung terhadap pengangguran terbuka di Kota

80 Anggun Kembar Sari, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi,
dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat,” Jurnal Kajian Ekonomi dan
Pembangunan Vol. 1 Nomor 2 (2013), http://ejournal.unp.ac.id/.

61 Siti Amalia, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran
Terbuka dan Kemiskinan di Kota Samarinda,” Journal of Innovation in Business and Economics
(JIBE) Vol.5 Nomor 2 (2014),
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/jekobisnis.v5i2.2267.
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Samarinda. Pengangguran terbuka berpengaruh langsung terhadap kemiskinan
di Kota Samarinda. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap
kemiskinan di Kota Samarinda. Inflasi berpengaruh langsung dan tidak
signifikan terhadap kemiskinan di Kota Samarinda. Pertumbuhan ekonomi
berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan di Kota Samarinda. Inflasi
berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota
Samarinda.

c. Muhammad Nurcholis (2014).%2 Penelitiannya berjudul Analisis Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-
2014. Distribusi tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah
minimum IPM di Kabupaten dan Kota Jawa Timur tahun 2008-2012
setiap tahun menunjukan indikator yang positif artinya tingkat pengangguran
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur mengalami penurunan setiap tahun
dan hal ini diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, upah
minimum dan IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi, upah minimum dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengangguran.

d. Suwandi (2015).°3 Penelitiannya berjudul Desentralisasi Fiskal dan
Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja,
Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua.
Penelitiannya menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) dengan
model: Y1 = Pyix1 X1 + Pyixo X2+ €1. Y2= Pyoy1 X1 + Pyax2 X2+ €2. Y3 = Pyay1 X1
+ Pyaxo X2+ Pyay1 Y1+ Pyay2Y2 + €3 Y4= Pyays Y3 + €1 Y5= Pysy3 Y3+ esdan Y6=
Pyeys Y3 + Pysya Ya + Pyeys Y5 +g6 Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Induk

62 Muhammad Nurcholis, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan
Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun
2008-2014,” Jurnal Ekonomi Pembangunan 12, No. 1 (1 Juli 2014): 48-57,
https://doi.org/10.22219/jep.v12i1.3654.

8 Suwandi, Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten Kota/Kota Induk
Provinsi Papua.
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Propinsi Papua. Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pengeluaran
pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesempatan kerja.

e. Moch Heru Anggoro dan Yoyok Soesatyo (2015).%* Penelitiannya berjudul
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap
Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya. Penelitiannya menyimpulkan
bahwa (1) Untuk variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatif,
artinya menunjukkan adanya pengaruh yang berbanding terbalik dan
berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, jika
pertumbuhan ekonomi menurun maka tingkat pengangguran akan meningkat.
Hal tersebut sesuai dengan fenomena pertumbuhan ekonomi di Surabaya
tahun 2004-2005 yang berbanding terbalik atau negatif. Namun fenomena
berbeda pada saat tahun 2008-2009 yang berbanding searah atau positif; (2)
Sedangkan variabel pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan tanda negatif
namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal
tersebut disebabkan karena di Kota Surabaya penyerapan tenaga kerja yang
paling tinggi ada di sektor perdagangan, hotel, restoran, keuangan, persewaan
dan jasa; (3) Variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi dan
pertumbuhan angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap
tingkat pengangguran.

f. M. Wardiansyah, Yulmardi, dan Zainul Bahri (2016).%° Penelitiannya berjudul
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi
Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera). Penelitiannya bertujuan untuk; (1).
menganalisis perkembangan tingkat pengangguran di provinsi-provinsi se-
Sumatera; (2). menganalisis pengaruh upah terhadap tingkat pengganguran di

provinsi-provinsi se-Sumatera; (3). menganalisis pengaruh pertumbuhan

8 Moch Heru Anggoro dan Yoyok Soesatyo, ‘“Penelitiannya berjudul Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota
Surabaya,” Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Volume 3 Nomor 3 (2015),
https://ejournal.unesa.ac.id/.

% M. Wardiansyah, Yulmardi Yulmardi, dan Zainul Bahri, “Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera),” E-Jurnal
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 5, No. 1 (2016): 13-18,
https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3924.
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ekonomi terhadap tingkat pengganguran provinsi-provinsi se-Sumatera. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan tingkat pengangguran
tertinggi diperoleh Provinsi Bengkulu, sedangkan perkembangan tingkat
pengangguran terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa baik tingkat upah maupun pertumbuhan ekonomi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi-
provinsi Se-Sumatera.

g. Qaulul Hudha, Michael, Diana Lestari (2017).%® Penelitiannya berjudul
Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran.
Penelitian kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk
time series (tahun 2004-2013). Penelitian menggunakan analisis regresi linier
berganda. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
pengangguran. Artinya bahwa nilai positif pada inflasi menunjukkan bahwa
pendekatan kurva Phillip tidak tepat bila diterapkan sebagai kebijakan untuk
mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Malinau. Inflasi merupakan
variabel yang dominan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di
Kabupaten Malinau. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Malinau.

8. Penelitian Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening

a. M. Anton Athoillah (2015).%” Penelitian berjudul Zakat dan Kemiskinan,
Analisis Data Panel pada Enam Provinsi di Pulau Jawa. Penelitiannya
menggunakan metode analisis data panel, dengan pendekatan fixed-effect dan
data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitiannya menyimpulkan
bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi; zakat berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap

pengangguran; dan zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

% Qaulul Hudha dan Diana Michael, “Penelitiannya berjudul Pengaruh Inflasi dan
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran,” Jurnal llmu Ekonomi Mulawarman. Vol.
2 Nomor 4 (2017), http://journal.feb.unmul.ac.id/.

5 Mohamad Anton Athoillah., “Zakat dan Kemiskinan, Analisis Data Panel pada Enam
Provinsi di Pulau Jawa” (Bandung, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2015).
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kemiskinan. Hasil penelitiannya menunjukan pula bahwa pertumbuhan
ekonomi dapat dijadikan sebagai variabel mediasi. Pertumbuhan ekonomi
berfungsi sebagai variabel intervening untuk variabel zakat, kesehatan,
investasi dan pendidikan.

b. Daengs dan Mahjudin Mahjudin (2017).= Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh dari variabel investasi swasta serta publik korelasinya
dengan pertumbuhan ekonomi juga lapangan kerja di kabupaten serta kota
yang ada di Provinsi Jawa Timur. Variabel yang diteliti terdiri dari investasi
swasta dan investasi pemerintah; kesejahteraan masyarakat, variabel
intervening yaitu PDB serta penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan
adalah positif. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan
meningkatkan kesejahteraan publik. Ketika penyerapan tenaga kerja
meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan akan bepengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Sudana (2020).%° Penelitiannya berjudul Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah,
Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta
Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah, dan investasi
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,
tetapi berpengaruh ketika melalui pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja baik
secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan secara simultan
pembiayaan bank syariah, investasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan
baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap kesejahteraan

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terbukti bisa memediasi pengaruh

8 Achmad Daengs dan Mahjudin Mahjudin, “Influential of Economic Growth, Manpower
Absorption on Public Welfare,” Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 7, No. 1 (1 Maret
2017): 14-26, https://doi.org/10.12928/optimum.v7il.7885.

8 Sudana, “Penelitiannya berjudul Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi, dan
Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kesejahteraan
Masyarakat di Indonesia” (Bandung, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2020).
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pembiayaan bank syariah, investasi, dan tenaga kerja terhadap kesejahteraan

masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam pandangan ekonomi makro syariah, peran pemerintah didasari oleh
beberapa argumen vyaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya
kewajiban-kewajiban kolektif (Fard al-Kifayah), serta adanya kegagalan pasar
dalam merealisasikan falgh.”® Peran negara diperlukan dalam rangka
instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam aspek legal,
perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian/distribusi sumber-sumber
dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi.” Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat peran
negara dalam bidang ekonomi yaitu menjamin kebutuhan pokok, regulasi harga
pasar, penetapan upah yang adil, serta mengatasi pengangguran dan
mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka menjalankan peran strategisnya, pemerintah harus
memerhatikan tiga landasan kebijakan pembangunan ekonomi menurut Islam
yaitu landasan tauhid, keadilan dan keberlanjutan.”® Dengan tiga landasan
tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi yang dirancang dan
dilaksanakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diharapkan dapat
mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan jangka
panjang (Falah).

Diantara bentuk kebijakan negara yang dilakukan dalam rangka menciptakan
stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk

mengelola perekonomian menuju kondisi yang lebih baik dengan cara mengatur

0 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EIl) Universitas Islam
Indonesia dan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 446.

L Adi Sasono, Solusi Islam Atas Problematika Umat, 56.

2 Minarni, Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam: Menemukan
Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik Sebagai Potret Khazanah
Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam, Cetakan | (Yogyakarta: Graha limu, 2015), 87-90.

3 Suntana, Politik Ekonomi Islam, 16-17.
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penerimaan dan pengeluaran pemerintah.”*  Kebijakan fiskal merupakan
kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka membantu
memperkecil fluktuasi dari siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi
yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi dan membebaskan dari inflasi
yang tinggi atau bergejolak.” Rozalinda menjelaskan bahwa kebijakan fiskal
merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan
pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.’®

Sadono Sukirno menggolongkan kebijakan fiskal menjadi dua golongan yaitu;
Pertama, kebijakan fiskal penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk kebijakan
fiskal yang sedang berlaku dan secara otomatis cenderung menimbulkan
kestabilan ekonomi. Adapun bentuknya terutama berupa sistem perpajakan yang
progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum dan sistem asuransi
pengangguran. Kedua, kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah
dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus
membuat perubahan ke atas sistem yang ada, bertujuan untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi. Secara umum kebijakan fiskal diskresioner
meliputi dua bentuk yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal
kontraktif.”’

Kebijakan fiskal ditujukan dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian
melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dan
pengeluaran negara/daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga
kebijakan fiskal selalu berkaitan erat dengan tindakan pemerintah dalam
mengelola APBN/APBD. Tujuan-tujuan spesifik dari kebijakan fiskal antara lain

M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis
(Bandung: Alfabeta, 2010), 149.

5 Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2.

6 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), 205.

" Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern: Pemikiran Ekonomi dari Klasik Hingga
Keynesian Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 518-22.
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adalah  koreksi atas ketidakseimbangan sementara, stimulasi terhadap

pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan.’®

Dalam konteks ekonomi makro syariah, tujuan kebijakan fiskal syariah
merupakan bagian integral dari tujuan syariah (Maqasid asy-Syariah) yang lebih
luas dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Falah). Untuk
mencapai falah tersebut, kebutuhan material, nonmaterial dan spiritual harus
dipenuhi karena merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan dalam literatur
Islam dikaji secara khusus dalam maqasid asy-syarrah. Sesungguhnya
merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah
tuntutan dalam syariah, karena itulah Umar Bin Khathab Radiyallahu ‘Anhi
bertanya tentang harta dan makanan kaum muslimin.”

Imam Abu Hamid al Ghazali (505H atau 1111M), seorang ulama pembaharu
terkemuka yang sangat dihormati pada abad lima Hijriyah, mengklasifikasikan
magqasid asy-syartah ini menjadi lima kategori utama. Hal tersebut juga
ditegaskan kembali oleh Imam Abu Ishagq Asy-Syatibi (790H atau 1388M) hampir
tiga abad kemudian. Al Ghazali dalam Chapra menyatakan bahwa tujuan utama
syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang terletak pada
perlindungan terhadap agama (Hifzud-din), jiwa (Hifzun-nafs), akal (Hifzul-‘aql),
keturunan (Hifzun-nasl) dan harta (Hifzul-mal). Apa saja yang dapat memastikan
perlindungan terhadap lima hal tersebut menjadi kepentingan umum dan
diusahakan untuk mengadakannya, apa saja yang mencederai kelima hal tersebut
berlawanan dengan kepentingan masyarakat dan diusahakan untuk
menghilangkannya.®

Oni Sahroni dan Adiwarman Karim yang mengutip pernyataan Ahmad ar-
Risnuni dalam Nadzoriyyatul Magasid ‘inda al Imam Asy-Syatibi menjelaskan
bahwa kelima magasid asy-syariah tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan

tingkatan maslakah dan kepentingannya. Tingkat urgensi dan kepentingan

8 Al Arif, Teori Makroekonomi Islam, 168.

78 Jaribah Bin Ahmad Al Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab (Jakarta: Pustaka
Al Akautsa, 2003), 398.

8 Rizal A Djaafara, Pengantar IImu Kebanksentralan (Jakarta: Departemen Pendidikan
dan Studi Kebanksentralan (DPSK), 2012), 182-183.
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tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Darariyyat, yaitu kebutuhan
yang harus dipenuhi, yang jika tidak terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi
rusak. Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak
dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan pelengkap,
yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.8!

Kelima tujuan syariah dengan derajat urgensinya di atas mengharuskan
pencapaian tujuan negara yang sejahtera (Welfare state) melalui tujuan-tujuan
ekonomi makro (yang merupakan tujuan kebijakan fiskal dan moneter) yang
meliputi (1) stabilitas harga (Price stability); (2) kesempatan kerja penuh dan
pertumbuhan ekonomi (Full employment and economic growth); dan (3) keadilan
dan distribusi pendapatan dan harta yang merata (Justice and equitable
distribution of income and wealth) untuk mencapai tujuan akhir (Ultimate goal)
kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Falah).8? Dalam negara
Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan
syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi termasuk
meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan,
intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.®

Secara visual, relasi antara tujuan kebijakan ekonomi makro syariah dengan

tujuan syariah dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

81 Oni Sahroni dan Adiwarman A Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Syariah: Sintesis
Fikih dan Ekonomi (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), 5.

82 Umar Chapra, Al Qur’an: Menuju Sistem Moneter yang Adil (Yogyakarta: Dana Bhakti
Prima Yasa, 1997), 2.

8 Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 203.
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Gambar 1.1 Relasi Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro dengan Tujuan Syariah
Sumber: Umar Chapra (1997) dan Rizal A. Djaafara, dkk. (2012)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga sasaran
utama kebijakan ekonomi makro syariah (fiskal dan moneter) sebagaimana di
jelaskan Chapra yaitu (1) Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (Full
employment and economic growth); (2) Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi
pendapatan dan kekayaan yang merata (Socio-economic justice and equitable
distribution income and wealth); (3) Stabilitas nilai uang (Stability in the value of
money).8*

Tujuan kebijakan fiskal syariah harus menjadi wasilah perwujudan magasid
asy-syariah. Terpeliharanya tujuan syariah memberikan garansi terwujudnya
kesejahteraan yang masif, seimbang dan jangka panjang yang dikenal dengan
falah. Stabilitas nilai uang, baik terhadap barang yang diukur dengan inflasi,
maupun stabilitas terhadap mata uang asing yang diukur dengan kurs, serta
tercapainya tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, serta terwujudnya
keadilan sosio-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata menjadi

sasaran antara bagi tercapainya sasaran akhir ekonomi makro syariah yaitu falah.

8 Djaafara, Pengantar llmu Kebanksentralan, 182-183.
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Konsep falah sebagai sasaran akhir ekonomi makro syariah secara duniawi

mempunyai konsekuensi logis sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1 sebagai

berikut.

Tabel 1.1 Konsep, Makna, dan Implikasi Falah pada Mikro dan Makro Ekonomi

Konsep | Makna Implikasi Mikro Implikasi Makro
Al- Survival Kehidupan biologis yaitu | Keseimbangan  ekologis
Falah kesehatan  fisik  dan | lingkungan yang higienis
terbebas dari berbagai | dan bantuan medis untuk
penyakit. seluruh rakyat.
Economic survival: | Pengelolaan sumber daya
memiliki sarana untuk | alam untuk menciptakan
hidup. lapangan kerja  bagi
Social survival: | seluruh rakyat.
persaudaraan dan | Inner social cohesion:
hubungan interpersonal | Tidak  terjadi  konflik
yang harmonis. diantara kelompok yang
berbeda.
Freedom | Political survival: | Kebebasan dan hak
from want | kebebasan berpartisipasi | menentukan nasib sendiri
dalam urusan kenegaraan | sebagai satu entitas politik
Power and | Alleviating property self | Provisioning bagi seluruh
honour reliance, vyaitu bekerja | rakyat.
dan tidak menjadi | Menciptakan sumber daya
gangguan seperti benalu | bagi generasi mendatang.
Self respect: kebebasan | Kekuatan ekonomi yang
sipil (civil liberties) terbebas dari utang.
Kekuatan militer.

Sumber: Juhaya S. Praja (2012)%°

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa salah satu bagian penting

dari implikasi falah secara makro adalah pengelolaan sumber daya alam untuk

menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Pengelolaan tersebut dilakukan

oleh pemerintan melalui sejumlah kebijakan yang ditetapkannya. Menurut

Boediono bahwa kebijakan yang menjadi alat utama pemerintah bagi perencanaan

ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro dan mengendalikan

keseimbangan ekonomi makro adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal .2

%Pradja, Ekonomi Syariah, 57-58.
8Boediono, Pengantar llmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro, Edisi Keempat, Cetakan Ke
Dua Puluh Delapan (Yogyakarta: BPFE, 2016), 109.
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Dalam ekonomi makro syariah, kebijakan fiskal sebagai bagian penting dari
kebijakan ekonomi makro merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak
rakyat sehingga bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan
ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada
penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.®” Untuk menjalankan
kebijakan fiskal syariah yang efektif, maka dibutuhkan instrumen kebijakan yang
efektif pula, Adiwarman Karim dan Gusfahmi menjelaskan beberapa instrumen
kebijakan fiskal syariah yang dikembangkan pada masa Rasulullah Saw

sebagaimana tergambar pada tabel 1.2 dan 1.3 sebagai berikut.®®

Tabel 1.2 Instrumen Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah Saw

Dari Kaum Muslimin | Dari Kaum Non-Muslim | Umum (Primer dan Sekunder)
1. Zakat 1. Jizyah 1. Ghanimah

2. ‘Usyur (5-10%) 2. Kharaj 2. Fai’

3. ‘Usyur (2,5%) 3. ‘Usyur (5%) 3. Uang tebusan

4. Zakat Fitrah 4. Pinjaman dari kaum

5. Wakaf muslimin atau non-muslim
6. Amwal Fadhla 5. Hadiah dari pemimpin atau
7. Nawaib pemerintah Negara lain

8. Khums

9. Sedekah lain

Sumber: Adiwarman Karim (2012)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa dilihat dari sumbernya,
penerimaan negara dibagi menjadi tiga yaitu dari kaum muslimin, dari non
muslim dan dari umum. Sedangkan dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan
mejadi dua yaitu pendapatan primer dan pendapatan sekunder.®® Instrumen
kebijakan fiskal dari sisi pendapatan pada masa Rasulullah Saw. berbeda dengan
instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dewasa ini. Rasulullah Saw. membedakan

instrumen untuk kaum muslimin dan nonmuslimin, serta pendapatan yang sifatnya

87Lilik Rahmawati, “Kebijakan Fiskal dalam Islam,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan
Pembaharuan Hukum Islam 11, No. 2 Des (2008): 433,
https://doi.org/10.15642/alganun.2008.11.2.

8Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3 (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2006), 48-51; Dijelaskan pula dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 57-80.

8 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 63; Muhammad Syafi’i Antonio, Ensiklopedia
Leadership Dan Manajemen Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager (Jakarta: Tazkia
Publishing, 2010), 203-207.
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primer dan sekunder. Sementara di Indonesia, instrumen pajak tidak membedakan
status keagamaanya, melainkan dari objek pajak dan aspek kepemilikan nominal

asetnya yang dimiliki wajib pajak.

Tabel 1.3 Instrumen Belanja Negara pada Masa Rasulullah Saw

Primer Sekunder
1. Biaya pertahanan seperti | 1. Bantuan untuk orang yang belajar
persenjataan, unta, dan agama di Madinah
persediaan 2. Hiburan  untuk para delegasi
2. Penyaluran zakat dan ‘usyur keagamaan
kepada yang berhak | 3. Hiburan untuk para utusan suku dan
menerimanya menurut ketentuan Negara serta biaya perjalanan mereka
Al Qur’an, termasuk para | 4. Hadiah untuk pemerintah negara lain
pemungut zakat 5. Pembayaran untuk pembebasan kaum
3. Pembayaran gaji untuk wali, Muslimin yang menjadi budak
gadi, imam, muazdin, dan pejabat | 6. Pembayaran utang orang yang
negara lain meninggal dalam keadaan miskin
4. Pembayaran upah para | 7. Pembayaran tunjangan untuk orang
sukarelawan miskin
5. Pembayaran utang negara 8. Tunjangan untuk sanak saudara
6. Bantuan untuk musafir Rasulullah

9. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah
Saw (hanya sejumlah kecil, 80 biji
kurma dan 80 butir gandum untuk
setiap istrinya)

10. Persediaan darurat (sebagian dari
pendapatan khaibar)

Sumber: Adiwarman Karim (2012)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas sebagaimana dijelaskan pula oleh Muhammad
Syafi’i Antonio bahwa pengeluaran negara pada masa Rasulullah Saw. dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder.®
Instrumen kebijakan fiskal syariah pada masa Rasulullah Saw dari sisi
pengeluaran berbeda dengan kebijakan fiskal dewasa ini, hal tersebut cukup wajar
karena dari aspek sosiologis, tata kelola kenegaraan, kompleksitas permasalahan
dan tingkat kebutuhan negara yang berbeda.

Merujuk kepada instrumen kebijakan fiskal dari sisi pendapatan dan

pengeluaran, maka secara umum Naf’an menjelaskan bahwa beberapa instrumen

% Antonio, Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad Saw: The Super Leader
Super Manager, 206.
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fiskal syariah yang menjadi alat bagi negara untuk menjalankan perekonomian
menuju kesejahteraan jangka panjang (Falah), baik yang disyaratkan secara
syariah maupun yang dilakukan sesuai wewenang negara, seperti zakat, khargj,
jizyah, dan ‘usyar yang bersifat wajib (Obligatory) dan infak, sedekah, hibah,
wakaf yang bersifat sukarela (Voluntory) sedangkan ghanimah merupakan sebuah
hasil yang bergantung pada kemenangan dari sebuah peperangan yang dilakukan

oleh negara.®

Dalam konteks Indonesia, instrumen kebijakan fiskal syariah yang sudah
dikembangkan adalah zakat yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 tahun
2011 tentang pengelolaan zakat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
sebagai otoritas yang diamanahi UU untuk mengkoordinir pengelolaanya serta
wakaf sebagaimana diatur melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas yang diamanahi
UU untuk mengkoordinir pengelolaanya.

Adapun instrumen kebijakan fiskal konvensional dikembangan atas
rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang diatur
melalui beberapa UU yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.Sedangkan instrumen kebijakan fiskal daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) yang prinsip-prinsipnya diatur dalam UU Nomor 9
tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

%1 Naf’an, Ekonomi Makro (Tinjauan Ekonomi Syariah) (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),
188.
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Khusus untuk instrumen kebijakan fiskal daerah berdasarkan PP Nomor 12
tahun 2019 bagian kedua pasal 27 dan 28 tentang Struktur Anggaran dan Belanja
Daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan
transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun PAD meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah sebagaimana
dijelaskan pasal 55 PP tersebut diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sementara pembiayaan daerah
sebagaimana dijelaskan pasal 70 PP tersebut terdiri atas penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat digambarkan relasi

instrumen dan tujuan kebijakan fiskal sebagai berikut.

:> Tujuan Antara |:> Tujuan
Akhir

Instrumen

Instrumen Kebijakan Fiskal Daerah

e Pendapatan Daerah (PAD, pendapatan [~ — — — —— — ——— 1
transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang I
sah)

e Belanja Daerah (belanja operasi, belanja \V

modal, belanja tidak terduga dan belanja
transfer)

e Pembiayaan Daerah (penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan)

Sumber:

UU Nomor 33 Tahun 2004

UU Nomor 9 Tahun 2015

PP Nomor 12 Tahun 2019

Permen Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

Instrumen Kebijakan Fiskal Syariah

o Zakat e Fai’

e Infak e Ghanimah

e Sedekah e “Usyar

o Wakaf e Khumus

e Jizyah o Amwal Fadhla
e Khargj e Nawa'ib
Sumber:

. Al Qur’an dan Hadits

. Adiwarman Karim (2004), Gusfahmi (2007),
M.Syafi’i Antonio (2010), Naf’an (2014),

. UU Nomor 23 Tahun 2011

. UU Nomor 41 tahun 2004

Tenaga kerja penuh dan
pertumbuhan ekonomi (full
employment and economic
growth);

Keadilan  sosio-ekonomi
dan distribusi pendapatan
dan kekayaan yang merata
(socio-economic justice
and equitable distribution
income and wealth);
Stabilitas  nilai uang
(stability in the value of
money)

Sumber:Umar Chapra (2008)

Falah

Juhaya S.Praja
(2012)

Gambar 1. 2 Relasi Instrumen Kebijakan Fiskal Daerah dan Fiskal Syariah
dengan Tujuan Kebijakan Fiskal Syariah
Sumber: Penulis (2020)
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Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan
teoretis antara intrumen kebijakan fiskal daerah dan instrumen kebijakan fiskal
syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks
penelitian ini, penulis memfokuskan kajian kepada dua instrumen fiskal daerah
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah serta satu intrumen
kebijakan fiskal syariah yaitu zakat. Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan
terkait dengan variabel yang menjadi fokus peneliti diantaranya adalah Mawarni
yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.® Senada dengan penelitian Mawarni, Setiyawati dan
Hamzah menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengangguran dan
pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berdampak pada meningkatnya
pengangguran.®® Hasil penelitian lainnya menjelaskan bahwa peningkatan PAD
merupakan akses terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi PAD maka
semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya.®*

Adapun hasil penelitian sebelumnya terkait dengan relasi antara belanja
pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dilakukan oleh
Iskana. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pengangguran, pendapatan daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemiskinan, serta pendapatan daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pengangguran.®® Dritsakis dan Adamopoulus juga
membuktikan bahwa belanja negara berpengaruh secara signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.*

92 Darwanis Mawarni dan Abdullah Syukriy, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh),” Jurnal Akuntansi, 2013,
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=1Q115-
gAAAAJ&citation_for_view=IQ115-gAAAAJ:eQOLeE2rZwMC.

9 Setiyawati dan Hamzah, “Analisis Pengaruh PAD, PAU, DAK Dan Belanja
Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran.”

% Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi
(Jakarta: Galia Indonesia, 2003).

% Ida Iskana, “Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Kemiskinan, dan Pengangguran,” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2009.

% Nikolas Dritsakis dan Antonis Adamopoulus, “A Causal Relationship Between
Government Spending and Economic Development: An Empirical Examination of the Greek
Economy.,” Journal Applied Economics, 2004.
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Penelitian tentang instrument fiskal syariah diantaranya pernah dilakukan
oleh Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi dan Gancar Candra Premananto bahwa
zakat adalah salah satu instrumen fiskal utama dalam Islam. Baik pada masa awal
pemerintahan Islam pada masa Rasulullah dan pemerintahan Islam selanjutnya
tidak pernah memisahkan zakat sebagai salah satu sumber utama pemasukan
negara Islam.®” Pola kebijakan pendapatan masa pemerintah Rasulullah Saw. dan
Khulafaur Rasyidin bahwa sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak dan
nonpajak. Pajak bukan instrumen utama dalam kebijakan pendapatan di negara
Islam. Instrumen utama adalah zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, rikaz, lugathah
dan ma’dhin. Instrumen pendukung dalam arti tidak wajib tapi memiliki
kontribusi nyata adalah infak, sedekah dan wakaf.%

Hasil penelitian yang menjadi bagian dari pijakan dalam membangun
kerangka pemikiran tentang relasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat
pengangguran diantaranya adalah penelitian Amir yang menyimpulkan bahwa
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, apabila
pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen maka pengangguran akan menurun
sekitar 0,46 persen.®® Adapun Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi
hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi dua
syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh

penghasilan semakin besar.'%

Berdasarkan deskripsi di atas, paradigma penelitian dalam penelitian ini dapat
disederhanakan menjadi gambar 1.3 sebagai berikut.

7 Haliyah, Muhtadi, dan Premananto, “Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi
Govermwnt Expenditure di Indonesia.”

% Setianingrum, “Penguatan Pendanaan APBD Berbasis Instrumen Fiskal Syariah.”

% Amri Amir, “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di
Indonesia,” Jurnal Inflasi dan Pengangguran 1, no. 1 (2007): 4-9.

10 Todaro dan Smith Stephen, Economic Development, Eight Edition (United Kingdom:
Pearson Education Limited, 2003), 92.



45

Sl 82

Gambar 1. 3 Paradigma Penelitian

Keterangan:

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel exogenous

X2 = Belanja Daerah sebagai variabel exogenous

Xz = Zakat sebagai variabel exogenous

Z = Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel mediasi/intervening

Y = Tingkat Pengangguran sebagai variabel endogenous

Bz = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

€ = Faktor lain yang tidak diteliti

________ S Pengaruh langsung secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Belanja Daerah, Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Tingkat Pengangguran
——> Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Zakat
terhadap Tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi
R Pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja
Daerah, Zakat, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat

Pengangguran

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini akan
menganalisis pengaruh PAD, belanja daerah dan zakat secara langsung terhadap

tingkat pengangguran serta secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
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Proses analisis akan ditinjau dari perspektif teori hukum Islam dan ekonomi

makro syariah. Jika dipetakan maka teori-teori tersebut adalah sebagai berikut

1) Grand Theory: Magasid asy-Syariah yang dikembangkan Imam Asy-Syatibi
dan Najmuddin Sulaiman Ath-Thafi al-Hambali. Penjelasan lebih lanjut akan
diuraikan pada bab II.

2) Middle Theory: Teori Kewajiban Negara Aba Yasuf, Teori Tujuan Negara Al
Mawardi, Teori Keuangan Publik Abt Ubaid, dan Teori Tanggung Jawab
Negara Muhammad Baqgr Ash-Sadr. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan
pada bab II.

3) Applied Theory: Teori Ekonomi Makro Syariah (Kebijakan Fiskal, Teori
Zakat, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Teori Pengangguran). Penjelasan lebih

lanjut akan diuraikan pada bab II.

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dideskripsikan sebelumnya,
maka hopotesis penelitian yang dibangun dalam peneitian ini adalah sebagai
berikut.

H1 Diduga terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja
daerah, dan zakat secara parsial maupun simultan terhadap pertumbuhan
ekonomi

H2 Diduga terdapat pengaruh negatif Pendapatan Asli Daerah (PAD),
belanja daerah, zakat, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun
simultan terhadap tingkat pengangguran

H3 Diduga terdapat pengaruh negatif Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja
daerah, dan zakat secara parsial terhadap tingkat pengangguran melalui

pertumbuhan ekonomi



